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ABSTRAK 

Skripsi “Analisis Yuridis terhadap Penetapan Hak Guna Bangunan pada 

Wilayah Laut oleh BPN (Studi terhadap Penetapan Hak Guna Bangunan di Laut 

Sidoarjo)”. Ditulis untuk menjawab rumusan masalah apa yang mendasari BPN 

menerbitkan Hak Guna Bangunan di atas wilayah laut Sidoarjo, bagaimana 

implikasi dari penetapan Hak Guna Bangunan oleh BPN tersebut dengan 

masyarakat pesisisr di wilayah laut Sidoarjo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Data dikumpulkan dari 

hasil wawancara dengan Kepala Desa Segoro Tambak, akademisi, masyarakat 

yang terpengaruh oleh penetapan Hak Guna Bangunan, serta melalui studi pustaka 

terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal. Analisis data 

dilakukan secara induktif dengan menguraikan teori dan ketentuan hukum tentang 

spesifik penetapan Hak Guna Bangunan dan norma hukum, kemudian dianalisis, 

model piramida dari masalah hingga mengerucut pada menguraikan hal umum 

kemudian mengerucut pada masalah yang diteliti. 

Hasil dari penelitian ini disimpulkan Penerbitan Hak Guna Bangunan di 

wilayah laut Sidoarjo tidak memiliki dasar hukum materiil yang kuat karena 

diberikan atas objek perairan yang bukan tanah, sehingga mmengandung cacat 

Materiil. Penetapan tersebut berdampak pada berkurangnya akses masyarakat 

pesisir terhadap ruang laut sebagai ruang publik serta melemahkan keberlanjutan 

sosial dan ekonomi berbasis perikanan dan pertambakan. 

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, 

Pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melakukan evaluasi 

dan penertiban Hak Guna Bangunan di wilayah pesisir dan laut melalui audit fisik 

dan yuridis serta pembatalan apabila objeknya berupa perairan. Kedua, 

pemerintah daerah dan instansi pertanahan memperkuat keterbukaan, partisipasi 

masyarakat pesisir, dan verifikasi kondisi fisik objek sebelum pemberian hak. 

Ketiga, pemerintah menegaskan bahwa laut merupakan ruang publik yang tidak 

dapat diprivatisasi dan pemanfaatannya harus diarahkan untuk kepentingan umum 

dan keberlanjutan pesisir. 
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	BPN Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1996, mengeluarkan penetapan HGB untuk wilayah yang berada di laut Sidoarjo. Dokumen HGB yang diterbitkan mencakup area laut yang cukup luas, yakni sekitar 656 hektare wilayah laut yang diketahui telah diterbitkan HGB...
	Penetapan HGB di wilayah laut Sidoarjo menyebabkan konflik karena masyarakat merasa hak dan mata pencarian mereka terancam dengan adanya sertifikat HGB yang diterbitkan di wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah umum. Penerbitan sertifikat te...
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	Urgensi penelitian ini dari perspektif teoritis terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kajian di bidang hukum agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Laut bukanlah objek yang dapat diberikan h...
	Perspektif praktis, urgensi penelitian ini sangat penting mengingat dampak langsung yang ditimbulkan oleh penetapan HGB di wilayah laut terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur juga telah mengkritisi penerbitan HGB ...
	Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Penetapan HGB pada Wilayah Laut oleh BPN (Studi terhadap Penetapan HGB di Laut Sidoarjo)”.
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	C. Rumusan Masalah
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	E. Manfaat Penelitian
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	Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek hukum terkait dengan penetapan HGB pada wilayah laut, beberapa penelitian terdahulu yaitu yang relevan dengan penelitian ini adalah:
	G. Landasan Teori
	Penulis menggunakan tiga landasan teori yang saling melengkapi untuk Analisis terhadap Penetapan HGB pada Wilayah Laut oleh BPN (Studi terhadap Penetapan HGB di Laut Sidoarjo):
	H. Definisi Oprasional
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	Hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa:
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	Adapun pada ayat (2) ditegaskan bahwa:
	“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan...
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	a. Hak Milik
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	Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak terjadi karena adanya peristiwa hukum yang berlangsung dengan sendirinya, misalnya karena pemegang hak meninggal dun...
	b. HGU
	HGU merupakan jenis hak yang lahir sebagai konstruksi hukum baru melalui UUPA, sehingga berbeda dengan hak milik yang secara historis telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama dalam masyarakat. HGU pada prinsipnya diberikan atas tanah yang berstatus t...
	Setelah pelepasan hak dilaksanakan dan status tanah kembali menjadi tanah negara, pihak yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan pemberian HGU kepada BPN sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Pengertian HGU diatur dalam pasal 28 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:
	"HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, dan dipergunakan oleh perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.”
	Hak pakai merupakan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mengambil hasil dari tanah yang berada di bawah penguasaan langsung negara atau tanah milik pihak lain. Hak ini disertai dengan seperangkat wewenang...
	Hak pengelolaan dikategorikan sebagai hak yang bersifat sementara dan sering pula disebut sebagai hak lainnya. Istilah hak lainnya merujuk pada jenis-jenis hak atas tanah yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUPA, melainkan pengaturannya bersumber...
	Pemberian Hak pengelolaan tidak disertai dengan penetapan jangka waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa tanah yang menjadi objek hak tersebut dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sepanjang masih diperlukan untuk menunjang pelaksanaan fu...
	B. HGB
	1. Dasar Hukum HGB

	HGB merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang dikenal dan diatur dalam sistem hukum agraria nasional. Secara konseptual, HGB memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan merupakan milik...
	Pengertian HGB secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tana...
	Menurut pasal 37 UUPA menegaskan bahwa HGB terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.  Sedangkan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGB adalah ta...
	2. Tujuan dan Fungsi HGB
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	BAB III
	PENETAPAN HGB BPN DI WILAYAH LAUT SIDOARJO
	A. Profil Geografis dan Administratif
	Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang relatif pesat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari optimalisasi berbagai potensi daerah yang dimili...
	Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo terletak pada koordinat 112 5′ hingga 112 9′ Bujur Timur dan 7 3′ hingga 7 5′ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo di bagian utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, di sebelah timur berba...
	Adapun wilayah bagian barat, yang berada pada ketinggian 10–25 meter di atas permukaan laut, didominasi oleh kegiatan pertanian dan mencakup sekitar 29,20 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Desa Segoro Tambak merupakan salah satu desa...
	B. Gambaran Umum wilayah laut HGB yang menjadi objek sengketa
	1. Wilayah Laut HGB
	Sumber: HGB Laut Via Aplikasi ATR/Bhumi
	Sumber: Time Lapse Google Earth

	2. Status Kepemilikan Penerbitan HGB
	3. Ketentuan Tata Ruang dan Perizinan

	C. Proses Penetapan HGB di Wilayah Sidoarjo
	Hasil wawancara lapangan dengan masyarakat yang penulis lakukan di Desa Segoro Tambak, diperoleh gambaran adanya penetapan HGB di wilayah laut Sidoarjo. Salah satu informan Bernama Bapak Suyadi, warga RT 03 RW 01 Desa Segoro Tambak, menyampaikan bahwa...
	Menurut keterangan informan Bapak Suyadi, sebelum terbitnya sertifikat HGB pada pertengahan 1993, wilayah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai ruang hidup, baik untuk kegiatan perikanan maupun pertambakan. Wilayah tersebut sebagai rua...
	Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Hj. Anik Mahmudah, S.AP., M.M., memberikan keterangan dari perspektif aparatur pemerintahan desa terkait keberadaan HGB yang tercata...
	Ibu Hj. Anik Mahmudah, S.AP., M.M. selaku Kepala Desa Segoro Tambak menyatakan bahwa:
	“Saya mengetahui adanya HGB ini ya sejak saya menjabat sebagai kepala desa, dan juga sejak saya menjabat yang saya ketahui tidak ada pembahasan mengenai adanya HGB ini sebelum tekuaknya masalah ini yaa, jadi tidak dibahas gitu. Kalo untuk hal pengajua...
	Menurut penuturan Kepala Desa, selama masa jabatannya tidak pernah terdapat komunikasi maupun koordinasi formal antara pemerintah desa dengan pihak lain terkait proses pengajuan maupun penetapan HGB di wilayah laut Segoro Tambak. Pemerintah desa juga ...
	Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang beredar dan pernyataan pejabat kementerian yang diketahuinya melalui pemberitaan dan media sosial, status HGB tersebut diduga berkaitan dengan kondisi historis wilayah yang pada masa lalu didominasi ...
	Kepala Desa juga membenarkan bahwa secara karakteristik ekologis dan geografis, kawasan Segoro Tambak sejak dahulu memang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu wilayah laut, area pertambakan, dan kawasan mangrove. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa w...
	Ibu Hj. Anik Mahmudah, S.AP., M.M. selaku Kepala Desa Segoro Tambak menyatakan bahwa: (1)
	“Kalo bagi saya ya mba, saya terbantu adanya temuan HGB ini.  Jadi jajaran desa juga terbantu karna jika adanya pengajuan perpanjangan atau hal lain terkait soal ini itu kami kan jadi udah tau dulukan. Cuma sampai saat ini emang belom adanya penggajua...
	Terkait dampak temuan HGB di wilayah laut tersebut, Kepala Desa menyampaikan bahwa dari sisi administrasi desa, adanya keterbukaan informasi mengenai keberadaan HGB justru membantu pemerintah desa dalam mengantisipasi kemungkinan adanya pengajuan perp...
	Ibu Hj. Anik Mahmudah, S.AP., M.M. selaku Kepala Desa Segoro Tambak menyatakan bahwa: (2)
	“Yang saya ketahui ya mba dari kedua PT ini itu sama-sama bergerang di bidang properti dan kebetulan juga kan adanya HGB ini karena dulu ada rencana untuk proyek-proyek properti gitu karna emang ada kendala mungkin yaa, jadi sampai belum terealisasika...
	Mengenai profil pemegang hak, Kepala Desa menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuannya, dua perusahaan yang tercatat sebagai pemegang HGB bergerak di bidang properti. Keberadaan HGB tersebut dikaitkan dengan rencana pengembangan proyek properti pada ma...
	Secara pribadi maupun dalam kapasitas pandangan kelembagaan desa, Kepala Desa menyatakan sikap tidak sependapat terhadap kondisi di mana bidang tanah yang semula berstatus daratan kemudian secara faktual berubah menjadi wilayah perairan, namun status ...
	Diperoleh penguatan data dari kalangan akademisi, seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, mengungkapkan keberadaan HGB di wilayah perairan melalui unggahan di media sosial X dalam unggahannya, di...
	Unggahan tersebut memantik perhatian publik karena menunjukkan secara faktual adanya HGB yang tercatat secara administratif di wilayah perairan laut. Data akademisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan HGB di ruang laut bukan sekadar persepsi masyaraka...
	Bapak Thanthowy Syamsuddin selaku Akademisi dan penemu HGB di Laut Sidoarjo menyatakan bahwa:
	“Mulanya saya kebetulan saya menggikuti pengamat tata kota Jakarta yaitu mbak elisa akunya @elisajakarta. Yang kebetulan dimana tepat Januari tahun lalu ramai berita tentang pagar laut di Tanggerang. Karena saya penasaran saya cek paling deket sidoarj...
	Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Thanthowy Syamsuddin, diperoleh keterangan awal mengenai proses penemuan adanya indikasi HGB yang terletak di wilayah perairan laut Sidoarjo. Penemuan tersebut bermula dari aktivitas beliau di media so...
	Sebagai individu yang berdomisili di Sidoarjo dan bekerja di Surabaya, serta telah cukup familiar dengan penggunaan aplikasi ATRBumi, Bapak Thanthowy kemudian melakukan penelusuran secara mandiri terhadap wilayah perairan di sekitar Sidoarjo dan Surab...
	Memastikan keakuratan data tersebut, Bapak Thanthowy melakukan verifikasi lanjutan dengan memindahkan titik-titik koordinat yang diperoleh dari ATRBumi ke dalam aplikasi Google Earth. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah tersebut sec...
	Seiring dengan meningkatnya perhatian publik, aparat pemerintah daerah, termasuk unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, turut melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Thanthowy juga diverifik...
	Setiap bidang tanah dalam aplikasi tersebut memuat informasi yang mencakup luas wilayah, titik koordinat, serta status hak atas tanah apakah berupa Sertifikat Hak Milik atau HGB. Berdasarkan data yang ditampilkan, ketiga bidang tersebut secara jelas b...
	Bapak Thanthowy Syamsuddin selaku Akademisi dan penemu HGB di Laut Sidoarjo menyatakan bahwa: (1)
	“Pak Sakti Wahyu Trenggono, jadi saya kan gak tahu nih, ini itu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang punya wewenang ini dan karena siapa, tapi kan yang jelas ada 3 sertifikat HGB valid di platform itu. Nah cara berfikir saya waktu itu 2, apakah...
	Menelusuri kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang laut, Bapak Thanthowy juga melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Melalui komunikasi tersebut, beliau menanyakan apaka...
	Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya pernyataan resmi dari Bapak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan ATR/BPN serta Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang mengakui keberadaan sertifikat ...
	Hasil penelusuran historis diketahui bahwa HGB tersebut diterbitkan pada tahun 1996 dan berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan terpadu di wilayah timur Surabaya dan Sidoarjo. Termasuk rencana perluasan marina dan pengembangan kawasan komersial ...
	Bapak Thanthowy menegaskan bahwa secara normatif, keberadaan HGB di atas wilayah laut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang melarang pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan p...
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